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pelaksanaan isbat nikah ini, tentu ada dampak
baik dan dampak buruk, apa saja?

2 | Bagaimana proses dan tahapan maupun teknik
pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan di
Pengadilan Agama Dataran Hunipopu ini ?

3 | Menurut bapak/ibu apakah pelaksanaan isbat
nikah yang dilangsungkan dengan cara sidang
di luar gedung ini, sama dengan pelaksanaan
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Bagaimana proses dan tahapan maupun teknik pelaksanaan isbat nikah yang
dilakukan di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu ini ?

Menurut bapak/ibu apakah pelaksanaan isbat nikah yang dilangsungkan dengan
cara sidang di luar gedung ini, sama dengan pelaksanaan isbat nikah yang
langsung dimohonkan kepada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu melalui
proses persidangan pada umumnya?

Apa yang menjadi pertimbangan bapak/ibu hakim dalam mengabulkan dan
menolak permohonan isbat nikah ?

Bagaimana tanggapan bapak/ibu dalam menyikapi masalah penyalah artian isbat
yang dipandang sebagian masyarakat sebagai alternatif untuk tidak melakukan
nikah tercatat, bahkan mereka lebih memilih isbat nikah daripad nikah yang
tercatat di KUA?

Dari hasil pengamatan ketika menyaksikan sidang itsbat nikah, hampir rata-rata
perkawinan yang diitsbatkan adalah perkawinan yang terjadi setelah lahirnya
undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, padahal
dalam KHI pasal 7 ayat 4 huruf d menjelaskan bahwa perkawinan yang dapat
diitsbatkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum perkawinan yang terjadi
sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974, apa dasar hukum hakim masih
dapat mengitsbatkan perkawinan tersebut ?




Bagaimana pendapat bapak/ibu hakim terkait Pasal 7 ayat 3 huruf e KHI, yang
memiliki makna sangat luas pemahamannya dan tiadak adanya pembatasan
sehingga memberikan ruang maupun kesempatan bagi siapa saja untuk
mengisbatkan perkawinannya, padahal dari sini banyak peraturan yang dilanggar
yakni aturan mengenai pencatatan pernikahan kemudian terkait dengan batasan
umur bagi calon suami istri yang akan menikah, yang mana secara tidaklangsung
ini telah membuka kesempatan banyak terjadinya praktek pernikahan di bawah
tangan ?

Bagaimana solusi menurut bapak/ibu agar bisa mengurangi praktek pernikahan
di bawah tangan serta bisa mewujudkan masyarakat yang paham akan
norma/peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan pernikahan ?
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mudah atau sulit untuk mengajukannya ?
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Dokumentasi Gambar Hasil Penelitian :

Gambar 1.1 : Hasil foto dengan Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu
Kelas II.
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Gambar 1.2 : Hasil foto dengan Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu
Kelas II.



Gambar 1.3 : Hasil foto wawancara dengan para pihak Pengadilan Agama
Dataran Hunipopu Kelas II



SIDANG DILUAR GEDUNG A

PENGADILAN ACAMA DATARAN HUNIPOPU ,/\

Gambar 1.4 : Hasil foto sidang isbat nikah di luar gedung, dengan para pihak Pengadilan
Agama Dataran Hunipopu Kelas II di Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian
Barat.
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Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas ||

Di-
Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Dengan hormat,
Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana IAIN Ambon :

Nama : Fahrurrozi Narahaubun
NIM 1 220402008
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dalam waktu dekat akan menyusun tesis yang berjudul: “Dampak Isbat Nikah
terhadap Keberlangsungan Praktek Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas Il Seram Bagian Baraty.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuannya untuk memberi
izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di
Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas Il Terhitung mulai dari tanggal 16
April sampali tanggal 16 Mei 2024.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Whb.

i rFYiN

\U+, Prof.-Dr. La Jamaa, M.HI
47, NP 19631221199903-1-001-
kel e

e

Tembusan:
1, Rektor IAIN Ambon Sebagai Laporani
@ Yang Bersangkutan
3. Arsip
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Jin. Trans Seram - Waipirit - 97566
E:mail : pa.hunipopu@gmail.com

SURAT KETETRANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 397/KPA.PA/W24-A4/PB.05/V/2024

Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dengan ini menerangkan :

Nama : Fahrurrozi Narahaubun, S.H.
NIM : 220402008
Prodi : Hukum Keluarga Islam.

Universitas  : Pasca Sarjana |AIN Ambon

Yang Tersebut Diatas benar-benar telah melakukan kegiatan penelitian selama 1 (satu) bulan
yakni sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan Tanggal 28 Mei 2024 di Pengadilan Agama Dataran
Hunipopu, dengan judul Tesis : Dampak Isbat Nikah Terhadap Keberlangsungan Praktek Nikah Dibawah
Tangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas Il) Kabupaten Seram Bagian Barat.

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

- Arsip



